
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 1 7  TAHUN 2015 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk memenuhi pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Nomor Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,  maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republi 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ;  

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan. 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaranl 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanl 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
I Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara, 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi� Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
1 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan d: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standarl Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republikl Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe clan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahl diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011  ten tang Perubahan Kedua Atasl Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentan , Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); 

23. 

24. 

26. 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 1  

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 1 1 ) ;  

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 6); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 

Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe Tahun 2015 Nomor ); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 

2014. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas 

1 .  Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

Rp. 52.202.324.139,28 

Rp. 603.983.244.565,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 71.535.532.402,00 

Jumlah Pendapatan Rp.727.721 .101 .106,28 
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2. Belanja 

a) Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.367.124.776.460,00 

2) Belanja subsidi Rp. 40.000.000,00 

3) Belanja Hibah Rp. 6.912.715.280,00 

4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.134.705.085,00 

5) Belanja Bagi Hasil Rp. 358.326. 936,00 

6) Belanja Bantuan Keuangan Rp 24. 765.050.750,00 

7) Belanja Tidak Terduga Rp. 495.364.900.00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b) Belanja Langsung 

Rp.402.830.939.411,00 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Jangsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp. 23.695.109.513,00 

Rp.149.989.908.678,00 

Rp.148.439.824.619,00 I  
Rp.322.124.842.810,00, 

Rp.724.955.782.221,00 

Rp. 2.765.318.885,28 

Rp. 44.330.549.752,66 

Rp. 1 .801.727.000,00 

Rp. 42.528.822.752,66 

Sisa Jebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 45.294.141.637,94 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
I  

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 
ingkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

I ebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 
' enjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
piran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

ang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
rgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ni dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna 
pada tanggal 1 8  Agustus 201 5 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

HIR 

iundangkan di Tahuna 
, ada tanggal, 1 8  Agustus 2or5 

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

EDWIN RORING 

, ERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHETAHUN 2015 NOMOR 1 7  


